PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

Menimbang

KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami pada

tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi lanjutan
pada tanggal 28 Maret 2005 di wilayah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara telah mengakibatkan korban jiwa, harta benda dan
kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan

masyarakat dan pemerintahan;

. bahwa bencana alam tersebut selain mengakibatkan

korban jiwa, harta benda dan kerusakan yang luar biasa
juga menimbulkan permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan  administrasi = pemerintahan, hak

keperdataan, perwalian, pertanahan, dan perbankan;

. bahwa permasalahan hukum sebagaimana dimaksud

pada huruf b, sangat mendesak untuk segera ditangani,
guna mengembalikan kondisi psikologis pendudulk,
kehidupan sosial ekonomi dan normalisasi pemerintahan

melalui usaha rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. bahwa . ..



Mengingat :

1.
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. bahwa dalam penanganan permasalahan hukum

sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu dilakukan
dengan melibatkan masyarakat dan memperhatikan
aspirasi masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Utara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tentang Penanganan Permasalahan
Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias

Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor ...



Menetapkan :
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Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4550);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM
RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini

yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Bencana Gempa Bumi dan Tsunami adalah
Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena
dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.

2. Tanah Musnah adalah tanah yang sudah berubah dari
bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat
diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan,

digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

3. Bank . ..
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. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Perbankan.

. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat Lkepada bank Dberdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

. Baitul Mal adalah Lembaga Agama Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang menjaga,
memelihara, mengembangkan, dan mengelola harta
agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta
menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat [slam.

. Balai Harta Peninggalan adalah lembaga yang berada di
dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia, yang mengurus perwalian, pengampuan,
ketidakhadiran, harta peninggalan tidak terurus,
pendaftaran akta wasiat, surat keterangan waris, dan
kepailitan bagi penduduk yang bukan beragama Islam di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau penduduk, baik
yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam
di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

. Pengadilan adalah Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pengadilan Agama
di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara bagi yang
beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang tidak

beragama Islam.

BABII ...
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BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini
bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara.

BAB III
PERTANAHAN

Bagian Kesatu
Tanah

Pasal 3

(1) Tanah yang terkena bencana alam gempa bumi dan
tsunami terdiri atas tanah yang masih ada dan tanah
musnah.

(2) Penetapan dan pengumuman tanah musnah dilakukan
oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan asas
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan
pengumuman tanah musnah ditetapkan dengan Peaturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

(1) Hak atas tanah musnah dan hak yang membebani tanah
musnah menjadi hapus.
(2) Buku tanah, tanda bukti hak atas tanah, dan dokumen

yang berkaitan dengan tanah atau bukti kepemilikan lain

atas ...



